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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG 

(Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk) 

 

Oleh 

 

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji 

 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan 

transnasional yang memiliki jaringan luas dan melibatkan berbagai pihak dalam 

prosesnya. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang ini terjadi melalui modus perekrutan dan pengiriman pekerja 

migran secara ilegal yang salah satunya bertujuan untuk melakukan eksploitasi 

namun sering kali bersinggungan dengan Undang-Undang Calon Pekerja Migran 

Indonesia terkait dengan penerapan aturannya. Dalam penelitian ini, permasalahan 

yang dikaji meliputi bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. 

 

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis 

dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa 

hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data sekunder yang bersumber 

dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Pengolahan data 

dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data 

serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab 

yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam 

melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi 

terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (2) Dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan 

Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk adalah fakta persidangan yang diperoleh dari 

keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dan barang 

bukti, dan hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi 
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sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan 

orang. Namun, penggunaan UU TPPO dinilai kurang tepat karena fakta lebih 

menunjukkan pelanggaran administratif dalam penempatan pekerja migran yang 

seharusnya diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang yang menjatuhkan putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar tetap konsisten 

mengedepankan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap pelaku, 

sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya membina pelaku tindak pidana, serta 

tetap mempertimbangkan keseluruhan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. (2) 

Bagi penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan ke depan dapat melakukan 

pertimbangan hukum yang lebih menyeluruh. Dalam Putusan Nomor 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, aspek pelanggaran administratif dan teknis 

sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga perlu diperhatikan sebagai 

alternatif dasar hukum dalam kasus serupa. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, Putusan Pengadilan 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY OF HUMAN TRAFFICKING OFFENDERS 

(Case Study of Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk) 

 

 

By 

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji 

 

Human trafficking is one of the forms of transnational crime that has a broad 

network and involves various parties in its process. The crime, as regulated in the 

Law on the Crime of Human Trafficking, occurs through the illegal recruitment and 

dispatch of migrant workers, one of which aims at exploitation, but it often 

intersects with the Indonesian Migrant Worker Candidates Law in terms of its 

application. This research examines the issues of how criminal liability is imposed 

on human trafficking offenders and what legal considerations are used by judges in 

sentencing the offenders in Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. 

 

The research method used is both normative and empirical. The types and sources 

of data consist of primary data obtained from the field through interviews with 

informants, secondary data sourced from literature, and tertiary data from journals, 

the internet, dictionaries, etc. Data processing is carried out through data 

identification, data classification, and data systematization, along with data 

analysis using qualitative analysis. 

 

The research findings show that (1) Criminal liability for the perpetrator of human 

trafficking in Decision Number: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk is based on the element 

of accountability, as the defendant is of legal age and capable of being held 

accountable for their actions in front of the law, there is an element of fault in the 

form of intentionality in committing the criminal act, and there is no justification or 

excuse for the defendant in committing the human trafficking offense. (2) The basis 

for the judge’s consideration in sentencing the defendant in Decision Number 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk was the facts established during the trial, derived from 

witness testimonies, documentary evidence, indications, the defendant’s statement, 

and physical evidence. The judge concluded that the elements of Article 2 

paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human 

Trafficking had been fulfilled, and thus the defendant was declared guilty of 

committing a human trafficking offense. However, the application of the Anti- 

Trafficking Law is considered less appropriate, as the facts of the case more 

strongly indicate administrative violations in the placement of migrant workers, 
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which should have been addressed under Law No. 18 of 2017 concerning the 

Protection of Indonesian Migrant Workers. 

 

The recommendations in this study are (1) For the panel of judges at the Tanjung 

Karang District Court who imposed the verdict as a form of criminal accountability 

for the perpetrator of human trafficking, it is important to remain consistent in 

prioritizing rehabilitation-oriented sentencing. This ensures that law enforcement 

is not limited to imposing punishment, but also serves as an effort to rehabilitate 

the offender, while taking into account the legal, philosophical, and sociological 

aspects as a whole. (2) Law enforcement officials, particularly judges, are expected 

to adopt a more comprehensive legal consideration in the future. In Decision 

Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, the administrative and technical violations 

regulated under Law No. 18 of 2017 should also be taken into account as an 

alternative legal basis in similar cases. 

 

Keywords: Criminal Liability, Human Trafficking Offense, Court Decision 
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MOTTO 

 

 

 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya”. 

 

( Q.S Al-Zalzalah: 7) 

 

 

 

“Keberhasilan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa 

sering Anda bangkit kembali”. 

 

(Vince Lombardi) 

 

 

 

“Berani bermimpi besar adalah langkah pertama dalam meraih impian itu”. 

 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Trafficking bukanlah hal yang baru. Perkara trafficking sudah dikenal semenjak 

ribuan tahun lalu, yaitu di masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, 

tahun 527-565M.1 Penegakan aturan dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi 

asa, bukan hanya sebab dilema profesionalisme aparat penegak hukum yang 

dipertanyakan tetapi pula persoalan peraturan perundang-undangan serta problem 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk dalam hal penegakan 

hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.2 

 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) merupakan masalah besar 

yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah 

satu bentuk trafficking yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh 

sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap 

kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang 

untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).3 

 

Ancaman human trafficking menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama 

negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak 

geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur 

pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa 

keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga 

 

1 Andy Yentriyani. (2004) Politik Perdagangan Perempuan, Yogyakarta: Galang Press. hlm 18-19. 
2 Satjipto, Rarjo. (2006) Membedah Hukuman Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm 122- 

123. 
3 Yang Meliana. (2021). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam 

Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia, Justici, Vol. 13 No.1. 
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membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang 

berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak 

pidana perdagangan orang.Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan 

terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa 

ditentukan harganya tanpa persetujuannya dibawa, dikumpulkan, dikurung dan 

ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.4 

 

Jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin tinggi 

jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas 

negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan salah 

satu negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses 

serta dilintasi hal ini menyebabkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang 

terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Wujudnya yang ilegal dan 

terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, serta 

rayuan untuk direkrut serta dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk 

diperjual belikan serta diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, 

pekerja paksa, atau lainnya.5 

 

Kegiatan perbudakan manusia telah dimodernisasi dalam bentuk Human 

Trafficking. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan 

perdagangan orang, adalah sebagai berikut: 

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan 

seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk 

lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau 

memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang 

yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.” 
 

 

 

 

 

4 Muzaffar, Chandra et.al, (2017) Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM 

Yogyakarta: Pilar Media, hlm 2 
5 Febriansyah, A. R., & Zakaria, C. A. F. (2023). Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human 

Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. In Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3, No. 1, hlm 

739-746) 
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Korban dan pelaku merupakan dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah 

kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait 

korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang 

tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak 

menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian 

hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai 

orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas 

dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang diatur oleh peraturan 

perundang- undangan.6 

 

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali memangsa pihak yang 

lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. 

Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan 

anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya 

disingkat dengan UU TPPO, disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, 

perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang. 

 

Pelaku tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak berdiri sendiri, umumnya 

menjadi bagian dari jaringan yang terorganisasi. Para pelaku yang dapat dituntut 

atas tindak pidana perdagangan orang adalah perekrut (calo) agen, majikan, germo, 

pemilik rumah bordil, pegawai pemerintah yang membantu terjadinya 

peradagangan misalkan memberikan dokumen imigrasi palsu, KTP Palsu dan lain- 

lain. 

 

Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan 

baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana 

perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam 

negeri tetapi juga antar negara. Kasus Dwiki Wenilton merupakan contoh tindak 

 

6 Sunggara, M. A., Meliana, Y., & Saputri, A. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Solusi Fakultas Hukum 

Universitas Palembang, Vol. 20 No.(2), hlm 207 
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pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan perekrutan pekerja migran 

Indonesia secara ilegal untuk dieksploitasi di luar negeri. Kasus ini bermula pada 

tahun 2023, ketika Dwiki mulai berkenalan dengan Safar dan Samsul, dua individu 

yang dikenal sebagai perekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan 

bekerja di negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Melihat peluang 

keuntungan dari pengiriman CPMI, Dwiki kemudian bekerja sama dengan Safar 

dan Samsul untuk mencari pekerja migran yang bersedia diberangkatkan ke luar 

negeri. Mereka menawarkan janji gaji sebesar Rp 4.500.000 per bulan, yang 

sebagian besar dari CPMI tersebut akan bekerja sebagai asisten rumah tangga 

(ART) di negara tujuan. Dwiki memberikan uang muka sebesar Rp 4.000.000 

kepada setiap CPMI sebagai bagian dari proses perekrutan. 

 

Setelah berhasil merekrut 24 CPMI dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, 

seperti Lombok, Bima, dan Dompu, Dwiki bersama rekannya, Meilinda Sari alias 

Mami Linda, menyewa sebuah rumah di Citeureup, Kabupaten Bogor. Rumah ini 

dijadikan tempat penampungan sementara sebelum para CPMI diberangkatkan ke 

luar negeri. Meilinda bertanggung jawab atas penyewaan rumah dengan harga Rp 

40.000.000 untuk jangka waktu dari Februari hingga Juli 2023. Selain itu, Dwiki 

juga bekerja sama dengan Ramli, seorang pimpinan PT. Bahtera Tulus Karya, untuk 

meminjam nama perusahaan tersebut guna memberikan kesan legalitas pada proses 

pengiriman para CPMI, meskipun seluruh prosesnya dilakukan tanpa izin resmi. 

 

Pada saat yang sama, terdakwa mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan oleh 

para CPMI, seperti paspor dan visa kerja. Sebagian besar dari mereka belum 

memiliki dokumen tersebut, sehingga Dwiki mengantar mereka ke kantor imigrasi 

di Mall WTC Matahari Serpong serta mengurus visa di Kedutaan Arab Saudi. 

Namun, pada 1 Juni 2023, polisi dari Polres Bogor melakukan penggerebekan di 

rumah penampungan di Citeureup, yang mengakibatkan penangkapan beberapa 

CPMI dan rekan Dwiki, Linda Prihandayani. Dwiki sendiri berhasil menghindari 

penangkapan saat itu. 
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Merasa khawatir akan penggerebekan lebih lanjut, terdakwa kemudian 

memutuskan untuk memindahkan para CPMI ke lokasi lain. Dia menyewa sebuah 

rumah di Jalan Padat Karya, Bandar Lampung, dengan harga Rp 75.000.000 per 

tahun. Pada 4 Juni 2023, Dwiki bersama para CPMI dan rekan-rekannya, termasuk 

Irsyad Taufiqurahman, Linda Prihandayani, dan Anggy Novianti, berangkat ke 

Bandar Lampung. Setibanya di sana, mereka menempatkan para CPMI di rumah 

penampungan baru sambil menunggu proses pembuatan dokumen selesai. Namun, 

pada 5 Juni 2023, rumah tersebut digerebek oleh Tim Opsnal Ditreskrimum Polda 

Lampung, dan Dwiki beserta rekan-rekannya serta para CPMI diamankan untuk 

pemeriksaan lebih lanjut. 

 

Setelah melalui proses hukum, terdakwa dijerat dengan beberapa dakwaan, 

termasuk pelanggaran Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 

2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Namun, dalam 

putusan akhir, Dwiki dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 

Tahun 2007 tentang TPPO. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun lima bulan penjara serta 

denda sebesar Rp 120.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti 

dengan kurungan satu bulan. 

 

Berkaca dari kasus Dwiki Wenilton, terlihat bahwa tindak pidana yang terjadi 

berkaitan erat dengan eksploitasi pekerja migran. Kasus ini melibatkan perekrutan 

dan penempatan pekerja migran secara ilegal untuk dieksploitasi di luar negeri. 

Namun, dalam putusannya, hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) 

sebagai dasar pemidanaan, meskipun unsur yang lebih dominan sebenarnya terkait 

perlindungan pekerja migran. Seharusnya, undang-undang yang lebih relevan untuk 

diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). 

 

Ketidaktepatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara peraturan 

yang diterapkan dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Penggunaan UU 
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TPPO berfokus pada unsur perdagangan orang dan eksploitasi, sedangkan dalam 

kasus ini, yang lebih menonjol adalah pelanggaran terhadap prosedur legal 

penempatan pekerja migran. Oleh karena itu, seharusnya pertanggungjawaban 

pidana pelaku didasarkan pada pelanggaran terhadap UU PPMI, yang lebih tepat 

untuk mengatur aspek hukum ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap pekerja 

migran. 

 

Penjatuhan pidana harus memperhatikan kesesuaian antara peraturan yang 

dilanggar dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pelaku dalam kasus 

ini, seperti memalsukan dokumen dan menyalahgunakan legalitas perusahaan 

untuk merekrut pekerja tanpa izin resmi, menunjukkan adanya pelanggaran 

ketentuan dalam UU PPMI. Pertanggungjawaban pidana pelaku seharusnya 

menitikberatkan pada kesengajaan atau dolus untuk menghindari peraturan 

ketenagakerjaan, dan bukan semata-mata pada unsur perdagangan orang. 

Penggunaan dasar hukum yang tepat menjadi penting untuk memastikan keadilan 

dalam penegakan hukum dan pemidanaan pelaku. Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya 

ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan 

skripsi yang berjudul “Pertannggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang 

dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk? 

b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum 

Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 

663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam 

Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk dan dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam 

Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Selain itu penelitian ini juga berguna 

untuk memberikan pemikiran, mengembangkan ilmu mengenai hukum pidana dan 

menambah kumpulan rujukan di perpustakaan pada bidang ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya 

bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan 

wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, selain itu sebagai 
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informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi 

maupun akademisi. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan sebuah abstraksi dan hasil 

kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi apek-aspek terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti. Pada hakikatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan 

kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji 

permasalahan pada penelitian.7 Teori yang digunakan untuk membahas 

permasalahan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu 

yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu 

perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si 

pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan 

kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan 

yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban 

pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat 

dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.8 

 

Roeslan Saleh juga menyebutkan bahwa tidaklah ada gunanya untuk 

mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu 

sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lebih lanjut dapat pula dikatakan 

bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan 

 

 

 

 

7 Soejono Soekanto, (2010), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 124 
8 Roeslan Saleh, (2000), Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33 
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kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan 

pidana yang dilakukan.9 

 

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan 

sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam hal pertanggungjawaban 

pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku 

pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum 

pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 

seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut 

apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada 

peniadaan sifat melawan hukum atau rechvaardingingground atau alasan 

pembenaran untuk itu.10 

 

Sejalan dengan teori tersebut, Chairul Huda juga mengemukakan bahwa dasar 

adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat 

adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai 

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan 

bertentangan dengan hukum karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana 

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran 

suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.11 

 

Menurut S.R Sianturi, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk 

menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya 

perbuatan yang dilakukanya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.12 Mengenai 

kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu: 

1) Kesengajaan (dolus), Dalam teori kesengajaan (dolus) yaitu mengkehendaki dan 

mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu : 

 

9 Roeslan Saleh, (2004), Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Angkasa, 

hlm.42 
10 Guntur Setiawan, (2004) Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 

39 
11 Chairul Huda, (2006), Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 

jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan II, Jakarta: Kencana, hlm. 68 
12 S.R. Sianturi, (2001), Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, 

Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, hlm. 245 
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a) Teori kehendak (wilstheorie) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur 

unsur tindak pidana dalam undang-undang. 

b) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku 

mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 

 

2) Kurang hati-hati/kealpaan (culfa). Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan 

(culfa) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan 

mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana 

yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga 

berakibat yang tidak disengaja terjadi.13 

 

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan 

bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna 

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 

4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?14 

 

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, 

kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan 

tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari 

kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang 

hatihatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek 

 

13 Wirjono Prodjodikoro, (2003), Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Eresco, hlm. 61 
14 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 
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tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat 

keputusan.15 

 

Sudarto menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, 

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:16 

1) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara 

yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 

sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 

yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang 

dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; 

(d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah 

diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu 

dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil 

dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. 

2) Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa 

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk 

memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini 

bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku 

kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, 

akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. 

3) Pertimbangan sosiologis 

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- 

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang diteliti.17 Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka 

di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan 

 

 

 

15 Ibid, hlm.120. 
16 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67 
17 Soerjono Soekamto, (2006) Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 32 
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dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah 

sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang 

terhadap kesalahannya yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan- 

perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau 

tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan 

adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara 

keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.18 

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sehingga 

harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.19 

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana 

yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja 

yang melanggar larangan tersebut.20 

d. Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, penampungan, atau 

penerimaan orang-orang dengan ancaman atau pengunaan kekerasan atau bentuk 

lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan 

atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau 

keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki 

kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

 

 

18 Barda Nawawi Arief, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85 
19 Roeslan saleh, (2003), Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawan Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 

hlm.53 
20 Moeljatno, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Thineka Cipta, hlm.37 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok 

bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan 

jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat, sehingga dengan 

demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan antara lain tentang 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang 

dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. 

V. PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang dibahas pada 

bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat 

digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah 

seseorang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana yang berfungsi sebagai penentu 

syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman 

dan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mental seseorang. 

Pertanggungjawwaban pidana juga dapat diartikan sebagai kemampuan 

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya karena telah melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.21 

 

Kemampuan bertanggungjawab menurut Simons yaitu suatu keadaan psychis yang 

sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau 

penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Seseorang 

dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila seseorang 

itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya 

bertentangan dengan hukum dan apabila ia dapat menentukan kehendaknya sesuai 

dengan kesadaran tersebut.22 

 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang 

melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum 

tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Namun, dalam KUHP Nasional, asas 

ini mendapat penegasan.Pasal 35 KUHP Nasional menyatakan bahwa “tidak 

seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”.Tiada pidana disini berarti tiada 

pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi 

karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus 

 

21 Barda Nawawi Arief, (1996), Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm 106-107 
22 Heni Siswanto dan Maroni, (2020), Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistic yang 

Berkeadilan dan Berkebenaran, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm 260-261 



15 
 

 

 

dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada 

pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”. 23 

 

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan keadaan seorang pelaku 

perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi 

pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan sesuai asas legalitas. Hal 

tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tidak ada 

perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 

 

Terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, 

yaitu:24 

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan 

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) 

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. 

4. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. 

 

 

Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka dapat dipastikan 

sebelumnya terdapat suatu kesalahan dari perbuatan yang disengaja (opzet) maupun 

kealpaan. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan antara perbuatan yang 

disengaja dengan kealpaan adalah sebagai berikut: 

1) Kesengajaan 

Kesengajaan pada dasarnya berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang 

melakukan perbuatan sengaja yang berisi kehendak dan pengetahuan atau 

membayangkan. Setiap orang dianggap mengetahui isi daripada peraturan atau 

undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka 

secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena 

seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui 

hukum atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang. 

 

23 Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko (2021) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan. Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. ISSN 1978-5186, hlm 1 
24 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015) Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 

Penerapan, Jakarta: Rajawali Press, hlm 22 
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Dalam hal sengaja ada sengaja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 

sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya, sengaja terhadap 

akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, sengaja 

denngan sadar kemungkinan yang dapat terjadi. Kesengajaan terdapat tiga motif, 

yaitu:25 

a) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam hal ini perbuatan si pembuat memiliki tujuan menimbulkan suatu akibat 

yang dilarang. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya 

dan dapat dijatuhi pidana karena pembuat menghendaki terwujudnya perbuatan 

beserta akibatnya. 

b) Sengaja dengan sadar kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijin). 

Dalam suatu perbuatan terdapat 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju 

dan akibat yang tidak diinginkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini pelaku 

mengetahui bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. 

Perbuatan corak kesenjangan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu 

akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan. 

c) Sengaja dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet). 

Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semula mungkin terjadi 

namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi. 

 

2) Kealpaan (culpa) 

Kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya dibawah dari 

pada kesengajaan atau dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki 

pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku. 

Menurut Van Hamel kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu: 

a) Tidak mengadakan suatu penduga-duga sebagimana diharuskan oleh hukum. 

b) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. 26 
 

 

 

 

 

25 Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 
1, hlm 7 
26 Moeljatno, (1993) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.201 
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Pertanggungjawaban sebagai konsep sentral dengan ajaran kesalahan (mens rea) 

yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan harus terpenuhinnya 

tindak pidana yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (actus 

reus) dan sikap batin jahat atau tercela (mens rea).27 Jadi terkait 

pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peran untuk membuktikan 

mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur- 

unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka pertanggungjawaban 

seseorang tidak tersebut dapat dimintakan. 

 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Seiorang hakim dalam hal meinjatuhkan pidana keipada teirdakwa tidak bole ih 

me injatuhkan pidana teirseibut keicuali apabila deingan seikurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, seihingga hakim meimpeiroleih keiyakinan bahwa suatu tindak pidana 

beinar-be inar teirjadi dan teirdakwalah yang beirsalah meilakukannya (Pasal 183 

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keiteirangan Saksi; (b). 

Keiteirangan Ahli; (c). Surat; (d). Peitunjuk; (ei). Keiteirangan Te irdakwa atau hal yang 

seicara umum sudah dikeitahui se ihingga tidak peirlu dibuktikan (Pasal 184) 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP meinye ibutkan bahwa ke iteirangan seiorang saksi saja 

tidak cukup untuk meimbuktikan bahwa teirdakwa beirsalah teirhadap peirbuatan yang 

didakwakan keipadanya, seidangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan keiteintuan 

teirseibut tidak beirlaku apabila diseirtai deingan suatu alat bukti yang sah lainnya 

(unus teistis nullus teistis). Saksi korban juga beirkualitas seibagai saksi, seihingga 

apabila teirdapat alat bukti yang lain seibagaimana dimaksud dalam Pasal 185Ayat 

(3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.28 

 

 

Hakim Peingadilan Neige iri meingambil suatu keiputusan dalam sidang peingadilan, 

me impeirtimbangkan beibeirapa aspeik, yaitu: 

 

 

 

27 Ahmad, R. (2018), Peran Pertanggunjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di 

Sumatera Selatan., Simbur Cahaya, Vol 24 No 3, hlm 4865. 
28 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm 11 
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1. Ke isalahan peilaku tindak pidana 

Hal ini me irupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seiseiorang. Ke isalahan di 

sini meimpunyai arti seiluas-luasnya, yaitu dapat diceilanya peilaku tindak pidana 

teirseibut. Keiseingajaan dan niat peilaku tindak pidana harus diteintukan seicara 

normatif dan tidak se icara fisik. Untuk meine intukan adanya keiseingajaan dan niat 

harus dilihat dari peiristiwa deimi peiristiwa, yang harus meimeigang ukuran normatif 

dari keiseingajaan dan niat adalah hakim. 

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

Kasus tindak pidana meingandung unsur bahwa peirbuatan teirseibut meimpunyai 

motif dan tujuan untuk deingan seingaja meilawan hukum 

3. Cara meilakukan tindak pidana 

Peilaku meilakukan peirbuatan teirseibut ada unsur yang direincanakan te irleibih dahulu 

untuk meilakukan tindak pidana teirseibut. Meimang teirapat unsur niat di dalamnya 

yaitu keiinginan si peilaku untuk meilawan hukum. 

4. Sikap batin peilaku tindak pidana 

Hal ini dapat diideintifikasikan deingan meilihat pada rasa beirsalah, rasa pe inye isalan 

dan beirjanji tidak akan me ingulangi pe irbuatan teirseibut. Peilaku juga meimbe irikan 

ganti rugi atau uang santunan pada keiluarga korban dan meilakukan peirdamaian 

seicara keikeiluargaan. 

5 Riwayat hidup dan ke iadaan sosial eikonomi 

Riwayat hidup dan keiadaan sosial eikonomi peilaku tindak pidana juga sangat 

meimpeingaruhi putusan hakim yaitu dan meimpeiringan hukuman bagi peilaku, 

misalnya be ilum pe irnah meilakukan peirbuatan tidak pidana apa pun, beirasal dari 

keiluarga baik-baik, teirgolong dari masyarakat yang beirpeinghasilan seidang-seidang 

saja (kalangan keilas bawah). 

6. Sikap dan tindakan peilaku seisudah me ilakukan tindak pidana 

Peilaku dalam dimintai keiteirangan atas keijadian teirseibut, ia meinjeilaskan tidak 

beirbeilit-beilit, ia meineirima dan meingakui keisalahannya. Maka hal yang di atas juga 

meinjadi peirtimbangan bagi hakim untuk meimbeirikan keiringanan pidana bagi 

peilaku. Kareina hakim meilihat peilaku beirlaku sopan dan mau beirtanggung jawab, 

juga meingakui seimua peirbuatannya deingan cara beirteirus teirang dan beirkata jujur. 

Kareina akan meimpeirmudah jalannya peirsidangan. 
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7. Peingaruih pidana te irhadap masa deipan peilakui  

Pidana juiga meimpuinyai tuijuian yaitu i seilain meimbuiat jeira keipada peilaku i  tindak 

pidana, juiga uintuik meimpeingaruihi pe ilaku i agar tidak meingu ilangi peirbuiatannya 

teirseibu it, meimbeibaskan rasa beirsalah pada peilaku i, meimasyarakatkan peilaku i 

deingan me ingadakan pe imbinaan, seihingga meinjadikannya orang yang leibih baik 

dan beirgu ina. 

8. Pandangan masyarakat teirhadap tindak pidana yang dilaku ikan oleih peilaku i 

Dalam suiatui tindak pidana masyarakat meinilai bahwa tindakaan peilaku i adalah 

suiatui peirbuiatan teirceila, jadi wajar saja keipada peilakui uintuik dijatuihi huikuiman, agar 

peilakui meindapatkan ganjarannya dan meinjadikan peilajaran u intu ik tidak meilakuikan 

peirbuiatan yang dapat meiruigikan diri seindiri dan orang lain. Hal teirseibu it dinyatakan 

bahwa keiteintuian ini adalah u intu ik meinjamin teigaknya keibe inaran, keiadilan dan 

ipastian hu iku im. 

 

Aspeik seicara konteikstuial yang teirkandu ing dalam keibeibasan hakim dalam 

meilaksanakan keikuiasaan keihakiman adalah tiga eiseinsi: 

a. Hakim hanya tuinduik pada hu iku im dan keiadilan 

b. Tidak seiorangpu in teirmasu ik peimeirintah dapat meimpeingaruihi ataui 

me ingarahkan pu itu isan yang akan dijatuihkan oleih hakim 

c. Tidak ada konse iku ieinsi teirhadap pribadi hakim dalam meinjalankan tu igas 

dan fungsi yudisialnya.30 

 

Puituisan hakim dalam peirkara pidana meiruipakan pu ituisan yang dijatuihkan hakim 

seiteilah meimeiriksa dan meingadili suiatui peirkara pidana beirdasarkan deilik yang 

teircantuim dalam suirat dakwaan. Seiorang hakim dalam hal meinjatuihkan pidana 

keipada te irdakwa tidak bole ih me injatuihkan pidana teirseibu it keicu iali apabila deingan 

seiku irang-kuirangnya du ia alat buikti yang sah, seihingga hakim me impe iroleih 

keiyakinan bahwa suiatui tindak pidana beinar-be inar teirjadi dan teirdakwalah yang 

bersalah melakukannya.31 

 

Produik pu ituisan hakim seisu iai deingan ke ite intu ian Pasal 195 KU iHAP, sah dan 

meimpuinyai keikuiatan hu iku im apabila diu icapkan di sidang teirbu ika u intu ik uimuim. 

 

29 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12 
30 Ahmad Rifai. op cit, hlm. 103 
31 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153 
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Puituisan yang dibacakan oleih hakim meiruipakan beintu ik tanggu ing jawab seiorang 

hakim keipada Tu ihan Yang Maha E isa, peincari keiadilan, masyarakat, Peingadilan 

yang leibih tinggi. Uintuik itui, pu ituisan haru is dibacakan dalam sidang peingadilan. 

Oleih kareina pu ituisan me ingandu ing peirtanggu ingjawaban, maka acara peimbacaan 

pu ituisan haru is dilaku ikan dalam sidang teirbu ika uintuik uimu im dan Pe ingadilan 

beirkeiwajiban u intu ik meimbeiritahuikan keipada masyarakat dan pihak-pihak yang 

berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.32 

 

Peinjatu ihan pidana oleih hakim me ilalu ii puituisan peingadilan, meiruipakan peilaksanaan 

tuigas hakim seibagai aparat peineigak hu iku im yang me imbe irikan pu ituisan teirhadap 

peirkara yang diajuikan, di mana dalam peirkara pidana, hal itu i tidak teirleipas dari 

sisteim peimbuiktian, yang pada prinsipnya me ine ituikan bahwa suiatu i hak atau i 

peiristiwa atau i keisalahan dianggap teilah teirbuikti, di samping adanya alat-alat buikti 

meinuiruit u indang-u indang. Puituisan hakim meiruipakan wuijuid proseis peiradilan pidana 

yang diwuiju idkan deingan peinjatuihan pidana teirhadap peilaku i tindak pidana. 

 

Pu itu isan hakim de ingan adanya peirtimbangan-peirtimbangan te irse ibu it maka 

diharapkan meiminimalisasi pu itu isan yang me injadi batal deimi hu ikuim (van 

reichtsweige i nieitig atau i nu ill and void) kareina kuirang pe irtimbangan hu ikuim 

(onvoldoeindei geimotive ird). Praktik peiradilan pidana pada puituisan hakim seibeilu im 

peirtimbangan-peirtimbangan yuiridis dibuiktikan, maka hakim teirleibih dahu ilu i akan 

meinarik fakta-fakta dalam peirsidangan yang timbuil dan meiru ipakan konkluisi 

kuimuilatif dari keiteirangan para saksi, keiteirangan teirdakwa, dan barang buikti yang 

diajukan dan diperiksa di persidangan. 33 

 

Keibeibasan hakim dalam meimeiriksa dan me ingadili suiatui peirkara meiruipakan 

mahkota bagi hakim dan haru is teitap dikawal dan dihormati oleih se imuia pihak. 

Hakim dalam meinjatuihkan pu itu isan haruis me impeirtimbangkan banyak hal, yaitui 

beirkaitan deingan pe irkara yang dipe iriksa, tingkat peirbuiatan dan keisalahan yang 

dilaku ikan peilaku i, keipeintingan korban, keilu iarganya dan rasa keiadilan. Te iori lain 

 

32 Ibid, hlm 154 
33 Ibid, hlm 68 
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teintang pu itu isan hakim adalah teiori suibjeiktivitas dan objeiktivitas hakim dalam 

meinjatuihkan pidana, di mana Peirtimbangan hakim sangat beirpe ingaru ih teirhadap 

pu ituisan hakim teintang be irat ringannya peinjatu ihan hu iku iman ataui seinteincing 

(straftoeimeiting), dalam istilah Indoneisia diseibuit “peimidanaan”. Beibe irapa neigara 

seipeirti Inggris dan Ameirika Seirikat, yang sisteim peimeirintahannya teilah majui  atau i 

beirkeimbang peisat teilah dikeimbangkan beibeirapa dasar alasan peimidanaan. 

 

Proporsionalitas pidana yang dijatuihkan tidak seimata-mata didasarkan pada 

peinilaian suibjeiktif hakim, teitapi dilandasi keiadaan obje iktif yang dipe irdapat dan 

diku impuil di seikitar keihiduipan sosial teirdakwa, ditinjau i  dari se igi sosiologis dan 

psikologis. Misalnya, deingan jalan me ine iluisuiri latar beilakang bu idaya keihiduipan 

sosial, ruimah tangga, dan tingkat peindidikan teirdakwa atau i te irpidana. Data-data 

teirseibu it dapat dipeiroleih dari hasil peineilu isu iran riwayat hiduip teirdakwa, yayasan 

teimpat teirdakwa peirnah dirawat, teiman de ikat te irdakwa, lingku ingan peindidikan, 

dan lain seibagainya. 

 

Tidak kalah peinting peirlu i dikeitahuiinya seibab-seibab yang meindorong dan motivasi 

meilaku ikan tindak pidana, apakah seimata-mata didorong uintuik meilaku ikan 

keijahatan, misalnya be inar-beinar didorong u intu ik balas deindam ataui meimpeiroleih 

keipu iasan batin dan seibagainya. Atau i apakah kareina dorongan sosial eikonomis 

mauipuin kareina ke iadaan yang beirada di luiar ke imauian keisadaran teirdakwa. Juiga 

pe irlui dipeirhatikan laporan peijabat teimpat teirdakwa ditahan teintang sikap dan 

peirilakuinya seilama beirada dalam tahanan. Seimu ia hal-hal dan keiadaan teirse ibu it ikuit 

dipeirtimbangkan seibagai faktor meineintu ikan peimidanaan teirhadap peilaku i tindak 

pidana. 34 

 

C. Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Tindak pidana adalah peirilakui manuisia yang diatuir dalam uindang-uindang, be irsifat 

meilawan hu iku im, layak dijatu ihi pidana, dan dilaku ikan deingan u insu ir keisalahan. 

 

34 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta. 

2006, hlm 363 
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Seiseiorang yang meilakuikan peirbuiatan pidana akan dimintai peirtanggu ingjawaban 

meilalu ii hu iku iman jika teirdapat keisalahan pada dirinya. Keisalahan ini dinilai dari 

idu it pandang normatif masyarakat pada saat tindakan te irse ibu it dilaku ikan. Tindak 

pidana juiga dapat diartikan seibagai tindakan, baik meilakuikan mau ipu in tidak 

meilakuikan seisuiatui, yang meinganduing u insuir keisalahan, di mana tindakan teirseibu it 

dilarang dan diancam deingan huikuiman. Peimbeirian huiku iman ini be irtuijuian u intu ik 

meinjaga keiteirtiban huiku im seirta meinjamin keipeintingan uimu im dalam keihiduipan 

masyarakat.36 
 

 

Peirilaku i jahat, tidak beirmoral, dan anti-sosial akan me imicui reiaksi be iruipa 

ke ije ingke ilan dan keimarahan di masyarakat seirta jeilas me iruigikan keipe intingan 

u imuim. Meingingat situiasi ini, seitiap anggota masyarakat, beirsama deingan le imbaga- 

leimbaga reismi se ipe irti keipolisian, keijaksaan, peingadilan, dan leimbaga 

peimasyarakatan, me imiliki ke iwajiban uintuik meinangguilangi seitiap tindak pidana 

seicara be irsama-sama. Tindak pidana adalah konseip dasar dalam huikuim pidana dan 

meiru ipakan istilah yu iridis, beirbeida dari istilah se ipe irti pe irbu iatan jahat atau i 

keijahatan. Se icara yuiridis formal, tindak pidana adalah pe irilaku i yang me ilanggar 

uindang-uindang pidana. Seitiap tindakan yang dilarang oleih uindang-uindang haruis 

dihindari, dan siapa pu in yang meilanggar akan dike inakan huikuiman. Oleih kareina 

itui, larangan dan keiwajiban teirteintu i yang haruis ditaati oleih seitiap warga neigara 

haruis diatu ir dalam uindang-uindang ataui pe iratuiran peime irintah, baik di tingkat puisat 

maupun daerah.37 

 

Moeiljatno me inje ilaskan bahwa "tindak pidana" adalah peirbuiatan yang dilarang oleih 

atuiran hu iku im, di mana larangan te irse ibu it dise irtai ancaman pidana bagi siapa saja 

yang meilanggarnya. Me ingeinai peingeirtian tindak pidana, Moeiljatno meineikankan 

tiga hal peinting: 

a. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleih atuiran huiku im dan dise irtai 

ancaman pidana. 

 

35 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2001, hlm. 17. 
36 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1996, hlm. 16. 
37 Ibid, hlm. 17. 
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b. Larangan te irse ibu it be irlaku i  teirhadap tindakan yang meiruipakan hasil dari 

peirilakui seiseiorang, seimeintara ancaman pidana dituijuikan keipada orang yang 

meinyeibabkan tindakan te irseibu it. 

c. Te irdapat hu ibu ingan eirat antara larangan dan ancaman pidana, kareina ada 

hu ibu ingan antara tindakan dan orang yang meinyeibabkannya. "Suiatu i 

tindakan tidak bisa dilarang jika buikan manuisia yang meilakuikannya, dan 

seiseiorang tidak bisa diancam pidana tanpa tindakan yang dihasilkannya." 

 

A. Ridwan Halim me ingguinakan istilah "deilik" u intu ik meineirjeimahkan strafbaarfeiit, 

yang diartikan seibagai suiatui tindakan atau i peirbu iatan yang dilarang dan diancam 

ingan hu iku iman oleih uindang-uindang. Haze iwinkeil-Suiringga me imbe irikan 

deifinisi u imu im teintang strafbaarfeiit seibagai pe irilakui manuisia yang pada waktui 

teirteintu i ditolak oleih suiatui keilompok masyarakat dan dianggap seibagai tindakan 

yang haruis dihilangkan meilalu ii huikuim pidana deingan meingguinakan sarana 

imaksaan yang teirseidia di dalamnya. 

 

Moeiljatno meinjeilaskan bahwa tindak pidana adalah konseip dasar dalam huikuim 

pidana dan meiru ipakan istilah yuiridis. Sama seipeirti istilah huikuim lainnya, 

meindeifinisikan tindak pidana buikanlah hal yang seideirhana. Kajian huiku im pidana 

beirtu iju ian uintuik me imahami makna pidana seibagai hu iku iman atas suiatui deilik, 

seidangkan peimidanaan beirhu ibuingan deingan dasar-dasar peimbe inaran peineirapan 

pidana seirta teiori-teiori teirkait tu iju ian peimidanaan. Peinting uintuik dicatat bahwa 

pidana meiruipakan istilah yuiridis yang meimiliki makna khu isuis, beirasal dari bahasa 

ilanda "straf," yang beirarti "huikuiman." 

 

Peimbu iat uindang-uindang teilah meinggu inakan istilah "strafbaarfeiit" seibagai 

peingganti kata tindak pidana dalam Kitab Uindang-Uindang Hu iku im Pidana (KUiHP) 

tanpa meimbe irikan peinje ilasan meingeinai arti dari istilah te irse ibu it. Akibatnya, 

mu incu il be irbagai pandangan dalam doktrin huikuim teintang apa yang seibeinarnya 

dimaksu id deingan strafbaarfeiit, seipe irti yang diu iraikan oleih Hameil dan Pompei. 

 

 

 

 

38 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 34. 
39 Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31. 
40 P.A.F Lamintang, Op. Cit, hlm. 172. 
41 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan, Op. Cit, hlm. 37. 

38 
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Peindapat Pompe i  meingeinai strafbaarfeiit me inyatakan bahwa strafbaarfeiit dapat 

dideifinisikan seibagai peilanggaran norma yang dilakuikan se icara seingaja ataui tidak 

seingaja oleih peilakui. Uintu ik me injatuihkan pidana, haruis ada syarat-syarat teirteintu i 

yang biasanya diseibu it seibagai u insuir-uinsu ir tindak pidana. Deingan de imikian, 

seiseiorang dapat dike inakan pidana jika peirbu iatannya meimeinu ihi uinsu ir-uinsuir tindak 

pidana (strafbaarfeiit). Ini seijalan deingan pe inge irtian tindak pidana, yaitu i suiatui  

tindakan yang meime inu ihi syarat teirteintu i  yang dilaku ikan oleih seiseiorang, yang 

imu ingkinkan teirjadinya peimbeirian pidana. 
 

 

Beirdasarkan peinge irtian-peingeirtian di atas, dapat disimpuilkan bahwa tindak pidana 

adalah tindakan meilakuikan ataui tidak meilakuikan seisu iatu i yang me ingandu ing u insu ir 

keisalahan, yang meiru ipakan peirbu iatan teirlarang dan diancam deingan pidana. 

Peinjatu ihan pidana te irhadap peilakui beirtuijuian uintu ik meinjaga keiteirtiban huikuim dan 

me ilindu ingi keipeintingan u imu im. 

 

Pe ilakui  tindak pidana, beirdasarkan deiliknya, dapat dibagi meinjadi be ibeirapa 

kateigori seibagai beirikuit: 

1. Peilaku i (pleigein) 

Peirtangguingjawaban pidana bagi pe ilaku i  beirsifat muitlak, artinya individu i yang 

peirbuiatannya me imeinu ihi u insu ir deilik seisuiai pasal hu iku im pidana yang dilanggar 

dapat dijatuihi sanksi. Deingan deimikian, individui  te irse ibuit, baik seicara mandiri 

mauipuin dalam keiteirkaitan deingan orang lain, dapat dikeinakan pidana jika 

peirbuiatannya me imeinu ihi syarat yang diteitapkan, yaitui me ilanggar huiku im dan 

dilakuikan deingan keisalahan. 

2. Tuiruit seirta (meideipleigein) 

Tuiruit seirta meingacu i pada kolaborasi antara para peilaku i deilik, baik seicara fisik 

mau ipu in non-fisik. Jika suiatui deilik dilakuikan seicara individu i teitapi digabuingkan 

meinjadi satu i tindakan yang seimpu irna, se imuia peise irta dapat dikeinakan pidana 

meiskipuin peiran dan niat meireika beirbeida. Tangguing jawab peise irta akan saling 

teirkait atas tindakan masing-masing, seipanjang teirmasuik dalam lingkuip tangguing 

jawab beirsama. Jika teirjadi keirjasama peinuih, tidak ada peirbeidaan sanksi, teitapi jika 

 

42 Ibid, hlm. 39. 
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ada keitidakse iimbangan dalam peiran, sanksi akan dikuialifikasikan seisu iai deingan 

peirbuiatan yang dilakuikan. 

3. Me inyu iruih lakuikan (doein pleigeir) 

Jika seiseiorang meinyu iru ih pihak lain u intu ik meilakuikan tindak pidana teitapi pihak 

yang disu iru ih tidak dapat dipeirtangguingjawabkan, tanggu ing jawab pidana akan 

dibeibankan keipada pihak yang me inyuiruih. Ini kareina aktor inteile iktu ial yang 

meinginginkan tindak pidana teirjadi meilalu ii orang lain hanya beirtangguing jawab 

atas peirbu iatan yang dipeirintahkan, dan jika peilaksana tidak se isu iai deingan 

keiheindak, hal itu i di luiar tanggu ing jawab aktor inteile iktuial. 

4. Meinganju irkan (uiitlokkeir) 

Dalam peinye irtaan ini, teirdapat du ia peiran, yaitu i aktor inteileiktu ial (peingajar) dan 

aktor mateirialis (yang meilaku ikan tindak pidana atas anjuiran). Keidu ianya dapat 

dipeirtangguingjawabkan seisu iai deingan pe iran masing-masing. Peinganjuir hanya 

beirtanggu ing jawab seibatas pada tindakan yang dianjuirkan, namu in dapat 

beirtanggu ing jawab leibih jika tindakan yang te irjadi beirkaitan langsu ing deingan 

anjuiran teirseibu it. 

5. Peimbantu ian (meideiplichtigheiid) 

Dalam hal peimbantuian, batasan tangguing jawab teilah diteintuikan dalam pasal 57 

ayat (4) KU iHP. Dalam meineintuikan pidana bagi peimbantui, hanya peirbu iatan yang 

seingaja dipe irmu idah oleih meireika yang dipeirhituingkan, beiseirta akibatnya. Tuijuian 

peimbatasan ini adalah u intu ik meinceigah tanggu ing jawab peimbantui meilampauii batas 

dari apa yang meireika seingaja laku ikan. Teirdapat du ia pihak, yaitu i peimbantui dan 

peimbuiat, dan haruis ada keiseisu iaian antara keidu ianya agar dapat dikateigorikan 

ibagai peimbantuian dalam meilakuikan tindak pidana. 

 

 

Trafficking ataui peirdagangan uimu imnya digu inakan u intuik meiru iju ik pada aktivitas 

peirdagangan manu isia. Istilah trafficking meincakuip makna "peirdagangan" yang 

teiru is beirkeimbang seiiring waktui, dan keimuidian diakuii seibagai salah satu i beintuik 

ilanggaran hak asasi manuisia (HAM) yang se iriu is, yaitui peirdagangan manu isia. 

 

43 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Adityta Bakti. Bandung. 

1996. hlm. 21-23. 
44 Adon Nasrullah Jamaludin, (2016), Dasar-Dasar Patologi Sosial, Bandung, Pustaka 

Setia, hlm. 230-231. 
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Peiratuiran meingeinai peirdagangan orang di Indoneisia teilah diatuir dalam Uindang- 

Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 21 Tahu in 2007 teintang Peimbeirantasan Tindak 

Pidana Peirdagangan Orang (U iU i  TPPO). 

 

Meinu iru it Kamu is Beisar Bahasa Indoneisia, eiksploitasi adalah peimanfaatan ataui 

peindayaguinaan yang dilaku ikan u intu ik keiuintuingan pribadi, teirmasuik tindakan 

peingisapan ataui  peimeirasan teirhadap teinaga seiseiorang; tindakan ini dianggap tidak 

irpuiji. Seime intara itu i, dalam Kamu is Be isar Bahasa Indoneisia daring, frasa 

"me inge iksploitasi" diartikan seibagai tindakan meinguisahakan, meindayaguinakan, 

meinge iruik keikayaan, ataui me ime iras teinaga orang lain. 
 

 

Me inuiru it Huisni, yang meiruipakan bagian dari GAATW (Global Alliancei  Against 

Traffic in Wome in), trafficking dideifinisikan seibagai seigala be intuik u isaha atau i 

tindakan yang meilibatkan peireikru itan, peimbe ilian, peinju ialan, transfeir, peingiriman, 

ataui peineirimaan seiseiorang deingan meinggu inakan peinipu ian atau i teikanan, teirmasuik 

ancaman keike irasan, peinyalahguinaan keiku iasaan, ataui  lilitan huitang. Tuijuiannya 

adalah me ine impatkan ataui meinahan orang teirseibuit, baik deingan imbalan ataui tidak, 

u intuik peikeirjaan yang tidak diinginkan (domeistik, seiksuial, ataui reiproduiktif), keirja 

paksa, ataui kondisi peirbuidakan, di lingkuingan yang beirbeida dari teimpat asalnya 

saat pertama kali mengalami penipuan, tekanan, atau lilitan hutang.46 

 

Beintuik-beintuik peirdagangan orang yang teirjadi antara neigara me imiliki karakteiristik 

beirbeida, namu in seicara u imuim me incaku ip eiksploitasi seiksu ial, keirja paksa, 

peirbu idakan ruimah tangga, adopsi ile igal antarneigara, peinje iratan uitang, peingantin 

peisanan, dan peirdagangan organ tuibuih. Beirdasarkan pe ine ilitian di Indone isia, 

beintu ik-be intuik pe irdagangan orang sangat beirvariasi. Harkristuiti Harkrisnowo 

meingideintifikasi beibeirapa teimuian dari lapangan seibagai be irikuit: 

1. Peingiriman Te inaga Ke irja Indoneisia (TKI) ke i luiar neigeiri tanpa doku ime in reismi 

ataui deingan doku imein palsui, deingan keidok keigiatan leigal se ipe irti "misi 

keibuidayaan". 

 

45 Departemen Pendidikan Republik Indonesia, (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 

Balai Pustaka, hlm. 324. 
46 Amiy Husni, (2012), Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking. 
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2. Peineimpatan teinaga keirja dalam neigeiri uintuik dieiksploitasi seicara seiksuial. 

3. Peirkawinan be irbatas waktui (kawin kontrak) uintuik me ile igalkan hu ibu ingan 

seiksu ial jangka peinde ik deingan kompeinsasi finansial, seiring meilibatkan pria 

asing dan wanita Indoneisia. 

4. Peirkawinan antarneigara meilalu ii peisanan (mail orde ir bridei), di mana calon 

peingantin peireimpuian tidak meingeitahuii kondisi seibeinarnya dari calon suiaminya. 

5. Peirtu ikaran anak-anak seibagai peike irja di Jeirman deingan uipah minim, dalam 

kondisi keirja yang meimbahayakan keiseihatan fisik, meintal, dan moral. 

6. Adopsi anak atau bayi yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang tepat.47 

 

Peirdagangan orang uimu imnya dilakuikan deingan me ilanggar hak asasi manu isia, 

yang meincaku ip peilanggaran teirhadap harkat dan martabat manuisia me ilalu ii 

tindakan keijam. Peirlakuian teirseibu it dialami oleih korban yang teirjeibak dalam situiasi 

di mana me ire ika tidak beirdaya, be irada dalam jaringan yang su ilit diideintifikasi, 

seihingga meimpeiruimit u ipaya peinyeileisaiannya. Peirdagangan manu isia bisa teirjadi di 

lingkuingan se ikitar, kareina peilaku inya dapat beirasal dari be irbagai lapisan 

masyarakat dan bisa be iraksi kapan saja. 

 

Peirdagangan orang dapat teirjadi dalam be irbagai beintu ik, namu in uimu imnya 

beirtuijuian u intu ik meingeiksploitasi korban deimi keiuintuingan pihak lain. Seicara garis 

beisar, tindak pidana peirdagangan orang (TPPO) me imiliki tiga uinsuir uitama, yaitui: 

1. Tindakan, di mana peilaku i  me imindahkan korban dari komuinitasnya deingan 

cara meireikru it, meingangkuit, me ingirim, me imindahkan, ataui  meineirima 

korban; 

2. Cara, yang meilibatkan ancaman, keike irasan, peincuilikan, peinyeikapan, 

peimalsu ian, peinyalahguinaan keikuiasaan atau i posisi reintan, jeiratan huitang, 

atau i peimbeirian bayaran; 

3. Tuijuian, yang diarahkan uintuik meingeiksploitasi korban ataui meimbuiatnya 

teireiksploitasi deimi keiuintuingan finansial peilakui. 

 

E iksploitasi seiring kali dikaitkan deingan prostituisi, peinahanan korban meilaluii 

keikeirasan fisik ataui  psikologis (keirja paksa), seirta peineimpatan korban dalam 

 

47 Harkristuti Harkrisnowo, (2007), Tindak Pidana Perdagangan Orang; Beberapa Catatan", law 

riview, 7, hlm. 6. 
48 DPNSBMI, (2018), Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

http://sbmi.or.id, diakses pada 21 September 2024. 

48 

http://sbmi.or.id/
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situiasi jeiratan huitang atau i peirbuidakan. Dalam beibeirapa kasuis, eiksploitasi ju iga 

dapat meincaku ip peimanfaatan atau i transplantasi organ tuibu ih. Eiksploitasi dapat 

diartikan seibagai peimanfaatan teinaga atau i keimampuian seiseiorang oleih pihak lain 

deimi meimpeiroleih keiu intuingan, baik mateirial mauipuin imateirial. Teirkait u insu ir 

tu iju ian eiksploitasi, peimahaman ini tidak seilalu i meingharuiskan eiksploitasi teilah 

teirjadi. Jika teirbuikti adanya maksuid ataui niat u intu ik meingeiksploitasi korban, peilaku i 

bisa dikeinakan pasal dalam U indang-U indang Peimbeirantasan Tindak Pidana 

Peirdagangan Orang (U iU i TPPO). Tindak pidana peirdagangan orang meimiliki 

beirbagai tu iju ian, antara lain: 

1. Prostituisi; 
2. Buiruih migran; 

3. Sindikat peinge idaran narkoba; 

4. Peinjuialan anak; 

5. Peirkawinan kontrak; 

6. Dijadikan obje ik eikspe irimein ilmiah ataui transplantasi tuibuih; dan 

7. Sebagai alat pembayaran hutang.49 

 

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

1. Peikeirja Migran Indoneisia 

Pasal 1 angka (2) Uindang-Uindang Nomor 18 Tahu in 2017 teintang Peirlinduingan 

Peikeirja Migran Indone isia, meinjeilaskan bahwa “Peikeirja Migran Indoneisia yang 

seilanju itnya diseibuit seibagai PMI adalah seitiap warga neigara Indoneisia, yang akan, 

seidang, atau i teilah meilakuikan peikeirjaan deingan meineirima uipah di Luiar Wilayah 

Reipuiblik Indoneisia”. Adanya seijuimlah beisar teinaga keirja yang beirmigrasi ke i luiar 

neigeiri meimbawa keiuintuingan signifikan bagi peime irintah Indoneisia. Hal ini tidak 

hanya meimbantui meingu irangi tingkat peingangguiran di dalam ne igeiri, teitapi juiga 

dapat meningkatkan penerimaan devisa Negara.50 

 

Ru iang lingkuip meingeinai Peikeirja Migran Indoneisia dapat dilihat be irdasarkan Pasal 

4 angka (1) Uindang-Uindang Nomor 18 Tahu in 2017 teintang Peirlindu ingan Pe ikeirja 

Migran Indoneisia, seibagai beirikuit: 

“Peikeirja Migran Indoneisia meilipuiti: 
 

49 Henny Nuraeny, (2011), Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan 

Pencegahannya, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 111. 
50 Adnan Hamid, Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran, Jakarta: Fhup Press, 2018, hlm 

4 
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a. Peike irja Migran Indone isia yang beike irja pada Peimbe iri Keirja be irbadan 

hu ikuim; 

b. Peike irja Migran Indoneisia yang be ike irja pada Peimbeiri Ke irja Peirseiorangan 

atau i  ru imah tangga; dan 

c. Peilauit awak kapal dan peilauit peirikanan.” 

 

Agar dapat meinjadi Peike irja Migran Indoneisia, Calon Peike irja Migran Indone isia 

haru is me ime inuihi seiju imlah peirsyaratan yang diatuir ole ih uindang-uindang. 

Peirsyaratan ini teircantuim dalam Pasal 5 Uindang-Uindang Nomor 18 Tahu in 2017 

teintang Peirlindu ingan Peikeirja Migran Indoneisia. Seitiap Peikeirja Migran Indoneisia 

yang akan be ikeirja kei luiar neigeiri haruis meime inu ihi peirsyaratan: 

a. beiruisia minimal 18 (de ilapan beilas) tahuin; 

b. meimiliki kompeiteinsi; 

c. seihat jasmani dan rohani; 

d. teirdaftar dan me imiliki nomor ke ipeise irtaan Jaminan Sosial; dan 

e i. me imiliki doku ime in leingkap yang dipeirsyaratkan.” 

 

Teirdapat juiga peirsyaratan yang haruis dipeinuihi oleih CPMI, teirmu iat dalam Pasal 13 

Uindang-Uindang Nomor 18 Tahu in 2017 meingeinai Peirlindu ingan Pe ikeirja Migran 

Indoneisia, bahwa uintuik dapat diteimpatkan di neigara tu iju ian peineimpatan keirja, 

CPMI diwajibkan u intu ik meimpuinyai dokuime in leingkap yang dipeirsyaratkan. Uintu ik 

dapat diteimpatkan di luiar neige iri, Calon Pe ike irja Migran Indoneisia wajib me imiliki 

doku imein yang meilipuiti: 

a. Suirat keiteirangan statuis peirkawinan, bagi yang teilah meinikah meilampirkan 

fotokopi bu iku i nikah; 

b. Suirat keiteirangan izin suiami atau i istri, izin orang tuia, ataui izin wali yang 

dikeitahuii oleih keipala deisa ataui luirah; 

c. Seirtifikat kompe iteinsi keirja; 

d. Suirat keiteirangan seihat beirdasarkan hasil peimeiriksaan keiseihatan dan 

psikologi; 

e i. Paspor yang diteirbitkan oleih kantor imigrasi seiteimpat; 

f. Visa keirja; 

g. Peirjanjian Peine impatan Pe ikeirja Migran Indoneisia; dan 

h. Peirjanjian keirja. 

 

Peirsyaratan yang teilah diseibu itkan di atas me iruipakan keiteintuian yang haru is dipeinuihi 

oleih Calon Peikeirja Migran Indoneisia (CPMI). Tu iju ian dari keiteintu ian teirseibu it 

adalah u intu ik me imbe irikan keimuidahan baik bagi pihak peime irintah mauipuin CPMI 
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dalam meingatasi poteinsi peirmasalahan teirkait keiteinagake irjaan dan peirlinduingan 

Calon Pe ikeirja Migran Indone isia yang akan beike irja di luiar neige iri. 

 

Tahu in 2019, Preisidein Indoneisia meingeilu iarkan Peiratuiran Preisidein Nomor 90 Tahu in 

2019 teintang Badan Peilinduingan Peikeirja Migran Indoneisia (BP2MI). Se ibeiluimnya, 

leimbaga ini beirnama Badan Nasional Peine impatan dan Peirlindu ingan Teinaga Ke irja 

Indoneisia (BNP2TKI). Peiratuiran preisidein ini disu isu in uintuik meingoptimalkan 

keibijakan pe ilayanan, khuisuisnya peineimpatan dan peirlinduingan Peike irja Migran 

Indoneisia (PMI). 

 

Pasal 2 Peiratu iran Badan Peirlinduingan Peikeirja Migran Indoneisia Reipu iblik 

Indoneisia Nomor 04 Tahu in 2020 teintang Organisasi dan Tata Keirja Badan 

Peirlindu ingan Peikeirja Migran Indoneisia me inyeibu itkan bahwa Badan Peilindu ingan 

Peikeirja Migran Indoneisia yang seilanjuitnya dalam Peiratuiran Badan ini dise ibu it 

deingan BP2MI meiruipakan leimbaga peime irintah nonkeimeinteirian yang be irada di 

bawah dan beirtanggu ing jawab keipada Preisidein meilalu ii me inteiri yang 

me inye ile inggarakan u iruisan peime irintahan di bidang keiteinagake irjaan. 

 

Me ilaluii badan peimeirintah yaitu i “Badan Peilinduingan Peikeirja Migran Indone isia 

(BP2MI), juiga masyarakat mampu i uintuik meindapatkan soluisi dalam meingatasi 

peirmasalahan me ilalu ii peingambilan keibijakan yang teipat dan ingin dicapai 

meingeinai peirlindu ingan Pe ikeirja Migran Indoneisia di Luiar Neigeiri. Tuigas Badan 

BP2MI beirdasarkan Pasal 4 Peiratu iran Preisidein Nomor 90 Tahu in 2019 yaitui, 

beirtuigas uintuik meilaksanakan keibijakan pe ilayanan dalam hal pe ineimpatan seirta 

peilindu ingan pe ikeirja migran Indoneisia se icara teirpadui. Fuingsi BP2MI teircantuim 

dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019.51 

 

2. Peikeirja Migran Indone isia Non-Proseiduiral 

Peikeirja Migran Indoneisia Non-Proseidu iral adalah “Warga Neigara Indoneisia yang 

be ikeirja ke i Luiar Neigeiri tidak meilalu ii peirsyaratan/proseidu iral Peineimpatan Peikeirja 

 

51 Fortune, Tugas Dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi), 

https://Www.Fortuneidn.Com/Business/Desy/Tugas-Dan-Fungsi-Badan-Pelindungan-Pekerja- 

Migran-Indonesia-Bp2mi?Page=All, Diakses Tanggal 9 Oktober 2024 
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Migran Indoneisia yang beinar, antara lain: me imalsu ikan doku ime in dan me imanipuilasi 

data CPMI, doku imein tidak leingkap, meingabaikan Prose idu ir dan Meikanisme i 

Peineimpatan PMI yang teilah diatu ir oleih u indang-u indang dan keiteintuian huiku im yang 

beirlakui, tidak meingguinakan visa keirja, deingan bantuian oknu im baik keilompok 

mauipuin peirorangan.” Calon peikeirja migran Indoneisia yang tidak se isuiai proseiduiral 

dapat diartikan seibagai seiseiorang warga Neigara Indoneisia yang su idah 

meindaftarkan diri u intu ik beikeirja seibagai Pe ikeirja Migran Indoneisia namu in deingan 

proseiduir yang tidak seisuiai deingan u indang-u indang dan tidak meimeinu ihi peirsyaratan 

yang beirlaku i seibagaimana yang diatuir dalam U indang-uindang Nomor 18 Tahu in 

2017 Pasal 5 dan Pasal 13. Di neigara-neigara tu iju ian te irse ibu it banyak teinaga keirja 

asal Indoneisia meingalami peirmasalahan di mana me ire ika dipeirlaku ikan tidak 

seimeistinya. 

 

3. Peine impatan Peikeirja Migran Indoneisia 

Me inuiru it uindang-uindang nomor 18 tahuin 2017 teintang Peirlinduingan Peike irja 

Migran Indoneisia, peinge irtian “Peiruisahaan Peine impatan Peike irja Migran Indoneisia 

adalah badan uisaha be irbadan huikuim peirseiroan teirbatas yang teilah meimpeiroleih izin 

teirtuilis dari Meinteiri u intu ik me inye ile inggarakan peilayanan peine impatan Peikeirja 

Migran Indoneisia. Peirsyaratan bu ikan hanya dipeiru intu ikan bagi calon pe ike irja 

migran saja tapi be irlaku i  puila uintuik badan yang meinjadi peilaksana pe ine impatan 

peikeirja migran. 

 

Teirdapat 5 skeima peine impatan Peikeirja Migran Indoneisia, yaitui: 

1. P to P (Peineimpatan PMI oleih P3MI) 

2. G to P (Peineimpatan PMI oleih peime irintah deingan peimbe iri keirja beirbadan 

hu ikuim di Neigara tuijuian peineimpatan) 

3. G to G (Peineimpatan PMI oleih Peimeirintah) 

4. UiKPS (Peineimpatan PMI oleih peiru isahaan uintuik keipeintingan peiru isahaan 

seindiri) 

5. Peirseiorangan (Peineimpatan PMI seicara mandiri) 

 

Badan peine impatan pe ikeirja migran, baik dalam be intu ik pe iruisahaan mauipuin 

peirseiorangan, wajib me impe iroleih izin re ismi dari peimeirintah, dalam hal ini 

Keimeinte irian Teinaga Ke irja, guina me imastikan bahwa seitiap teinaga ke irja yang 

diteimpatkan, baik di dalam neigeiri mauipuin di luiar neigeiri, meindapatkan 
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peirlindu ingan hu iku im yang me imadai seirta teirjamin hak-haknya. Izin ini dipe irlu ikan 

bahkan uintuik proseis peingiriman teinaga keirja dari satu i daeirah ke i daeirah lain di 

dalam wilayah Indoneisia mauipuin ke i luiar neigeiri, yang haruis me ime inu ihi beirbagai 

peirsyaratan yang diteitapkan peimeirintah guina meinceigah praktik peineimpatan teinaga 

keirja ileigal yang dapat meiruigikan peike irja migran itui seindiri. Seitiap badan uisaha 

yang ingin be iropeirasi se ibagai Peiruisahaan Peineimpatan Peikeirja Migran Indoneisia 

(P3MI) diwajibkan me imiliki leigalitas yang sah seirta meimatuihi seilu iru ih keiteintuian 

huikuim yang be irlakui. Salah satui izin uitama yang haruis dimiliki adalah Suirat Izin 

Peiruisahaan Peine impatan Peike irja Migran Indone isia (SIP3MI), yaitui izin te irtuilis 

yang dibeirikan oleih Meinteiri keipada badan uisaha beirbadan hu iku im Indoneisia yang 

beirtuijuian u intu ik meilakuikan peineimpatan pe ikeirja migran. Deingan adanya izin ini, 

pe iru isahaan diharapkan beirtangguing jawab pe inuih teirhadap teinaga ke irja yang 

meireika teimpatkan, seihingga hak-hak pe ikeirja migran dapat teirlindu ingi deingan baik, 

baik seibeiluim keibeirangkatan, seilama beike irja, mau ipuin seiteilah keimbali ke i tanah air. 

 

Suirat izin Peireikruitan Pe ikeirja Migran Indoneisia yang seilanju itnya diseibu it SIP2MI 

adalah izin yang dibeirikan oleih keipala Badan keipada Peiruisahaan Peine impatan 

Peikeirja Migran Indoneisia yang digu inakan uintuik meineimpatkan Calon Peike irja 

Migran Indoneisia. Pe irjanjian keirja meimuiat beirbagai keiteintuian, antara lain ideintitas 

para pihak, hak dan keiwajiban masing-masing, syarat seirta proseiduir peineimpatan, 

meikanisme i peirlinduingan pe ike irja migran Indoneisia, peimantauian dan e ivaluiasi, 

peinyeileisaian seingkeita, peiruibahan peirjanjian teirtuilis, seirta jangka waktui  dan 

peingakhiran pe irjanjian seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-u indangan, 

yang beirtuijuian uintuik meimastikan keipastian huikuim dan peirlindu ingan bagi peikeirja 

migran. Beirkaitan deingan peilaksana peine impatan Peike irja Migran Indoneisia diatu ir 

dalam Pasal 49 U indang-uindang Nomor 18 Tahu in 2017 teintang Peirlindu ingan 

Peikeirja Migran Indoneisia, yaitui  seibagai beirikuit: “Peilaksana peine impatan Pe ikeirja 

Migran Indoneisia ke i luiar neigeiri teirdiri atas: 

a. Badan; 

b. Peiruisahaan Pe ine impatan Pe ikeirja Migran Indoneisia; ataui  

c. Peiruisahaan yang meine impatkan Peikeirja Migran Indoneisia u intu ik 

keipeintingan peiru isahaan seindiri.” 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peinde ikatan masalah yang digu inakan dalam peine ilitian ini yaitu i de ingan cara 

peinde ikatan yu iridis normatif dan peindeikatan yuiridis eimpiris. 

a. Peindeikatan Yu iridis Normatif 

Peinde ikatan yuiridis normatif adalah peindeikatan yang dilakuikan deingan 

me impeilajari, meilihat dan meineilaah meingeinai be ibeirapa hal yang beirsifat teioritis 

yang meinyangkuit asas-asas huikuim, konseipsi, pandangan, doktrin-doktrin huiku im, 

peiratu iran huiku im dan sisteim huikuim yang be irkeinaan deingan peirmasalahan 

pe ineilitian ini. 

b. Peindeikatan Yu iridis Eimpiris 

Peindeikatan yuiridis eimpiris adalah peinde ikatan yang dilaku ikan u intu ik me impe ilajari 

huiku im dalam keinyataan atau i beirdasarkan fakta yang didapat seicara objeiktif di 

lapangan, baik beiru ipa peindapat, sikap dan pe irilakui  aparat peine igak huiku im yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.52 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang diguinakan dalam peineilitian ini meiruipakan data seiku indeir yang beirasal 

dari beirbagai bahan hu iku im teirkait peirmasalahan yang diteiliti. Bahan huiku im yang 

diguinakan meilipuiti: 

1. Data Primeir 

Data primeir me iruiju ik pada informasi pokok yang didapat langsuing, yakni obje ik 

kajian. Peingu impu ilan data prime ir dilaksanakan deingan cara meitode i obseirvasi seirta 

wawancara deingan narasu imbe ir. 

2. Data Seikuindeir 

Data se iku inde ir meiru iju ik pada data yang didapat dari kajian liteiratuir atauipu in suimbeir 

yang teilah ada di bidang hu iku im. Pe ineilitian liteiratuir ini me ilibatkan meineimuikan 

 

52 Soerjono Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,. hlm.113. 
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teiori- teiori yang reileivan deingan peirmasalahan hu iku im yang dikaji. Pada skripsi ini, 

akan diguinakan data se ikuinde ir yang su ida ada uintuik me induikuing analisis dan 

peimbahasan masalah yang diteiliti, yakni: 

1) Bahan huiku im prime ir, yakni bahan hu iku im yang meimiliki otoritas, meincakuip: 

a. Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahu in 1945 

b. U indang-U indang Nomor 21 Tahu in 2007 teintang Peimbeirantasan Tindak 

Pidana Peirdagangan Orang 

c. Uindang-Uindang Nomor 14 Tahu in 2009 teintang Protokol u intu ik Meinceigah, 

Meinindak, dan Meinghuiku im Peirdagangan Orang, Teiru itama Peireimpuian dan 

Anak-Anak, Me ileingkapi Konveinsi Peirseirikatan Bangsa-Bangsa Meineintang 

Tindak Pidana Transnasional yang Teirorganisasi 

d. U indang-U indang Nomor 48 Tahu in 2009 te intang Keiku iasaan Ke ihakiman 

e i. Uindang-Uindang Nomor 18 Tahu in 2017 teintang Peirlindu ingan Pe ikeirja Migran 

Indoneisia 

2) Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan huikuim seiku indeir yaitui  bahan-bahan yang me imbeirikan pe injeilasan bahan 

hu ikuim prime ir, yakni be iruipa bu iku i-buiku i, juirnal, artikeil dan Pu itu isan Peingadilan 

Ne ige iri Nomor 663/Pid.Suis/2023/PN Tjk seirta liteiratu ir dan hasil pe ine ilitian 

seibeilu imnya yang be irkaitan deingan pokok bahasan. 

3) Bahan Huikuim Teirsieir 

Bahan huikuim teirsieir yaitui  bahan-bahan huikuim yang meimbeirikan peinjeilasan bahan 

hu ikuim prime ir dan bahan hu iku im seiku inde ir yang teirdiri dari kamu is, inteirneit, seirta 

su imbe ir-su imbe ir lain yang reile ivan teirhadap masalah yang seidang diteiliti seirta 

dibahas oleih peinu ilis pada skripsi ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasu imbe ir meiruipakan individu i yang me imbe iri data atauipuin peinge itahu ian deingan 

je ilas, seirta meinjadi suimbeir meimpeiroleih data dalam peineilitian. Dalam peine ilitian 

ini yang meinjadi narasu imbe ir adalah: 

1. Hakim Peingadilan Ne igeiri Tanju ing Karang Ke ilas 1A : 1 orang 

2. Dose in bagian Pidana Fakuiltas Huikuim U iniveirsitas Lampuing  : 1 orang 

Juimlah : 2 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseidu ir Peingu impu ilan Data 

Peingu impu ilan data dilaku ikan me ilalu ii stuidi keipuistakaan, yaitu i proseiduir yang 

meincakuip seirangkaian keigiatan seipeirti meimbaca, meinganalisis, dan meinguitip dari 

liteiratuir buikui, se irta me ingkaji keiteintu ian peiratuiran pe iruindang-u indangan yang 

beirkaitan deingan masalah yang diteiliti. 

2. Proseiduir Peingolahan Data 

Peingolahan data dilaku ikan uintu ik meimu idahkan analisis teirhadap data yang teilah 

dipeiroleih se isuiai deingan peirmasalahan yang diteiliti. Proseis peingolahan data 

dilakuikan meilalu ii beibeirapa tahapan, yaitui: 

a. Seileiksi data, yaitui meimeiriksa keile ingkapan data, keimuidian meimilih data yang 

reileivan deingan peirmasalahan yang diteiliti. 

b. Klasifikasi data, yaitui meingeilompokkan data beirdasarkan kateigori yang teilah 

diteitapkan uintu ik meindapatkan data yang beinar-beinar dipeirlu ikan dan akuirat 

uintu ik dianalisis leibih lanjuit. 

c. Sisteimatisasi data, yaitu i me inyuisuin data yang saling beirkaitan meinjadi satu i 

keisatuian yang u itu ih, seihingga me imu idahkan inteirpreitasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakuikan deingan meingu iraikan data dalam be intuik kalimat yang 

disuisu in seicara sisteimatis, jeilas, dan teirpeirinci, keimuidian diinteirpreitasikan u intu ik 

meimpeiroleih keisimpuilan. Dalam peine ilitian ini, digu inakan analisis kuialitatif, dan 

keisimpu ilan ditarik deingan meitodei indu iktif, yaitui deingan meinje ilaskan hal-hal yang 

beirsifat speisifik teirleibih dahu ilu i, lalu i meinarik keisimpu ilan yang beirsifat uimu im seirta 

meimbe irikan saran keipada pihak-pihak teirkait. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peine ilitian dan peimbahasan yang teilah dilaku ikan dan diu iraikan 

peinuilis, maka dapat disimpuilkan seibagai be irikuit: 

1. Peirtangguingjawaban pidana teirhadap peilaku i tindak pidana peirdagangan orang 

dalam Pu itu isan Nomor: 663/Pid.Suis/2023/PN Tjk didasarkan pada u insuir 

keimampuian be irtangguingjawab yaitui teirdakwa su idah be iruisia deiwasa dan 

mampu i meimpeirtangguingjawabkan peirbu iatannya di deipan huikuim, adanya uinsuir 

keisalahan beiruipa keiseingajaan dalam meilakuikan peirbuiatan pidana seirta tidak 

ada alasan peimbeinar dan peimaaf bagi teirdakwa dalam meilakuikan tindak pidana 

peirdagangan orang. Majeilis hakim dalam Puituisan Nomor: 663/Pid.Su is/2023/PN 

Tjk me injatuihkan pidana keipada teirdakwa deingan pidana peinjara seilama 3 (tiga) 

tahuin 5 (lima) bu ilan dan deinda se ibeisar Rp.120.000.000,- (seiratuis duia pu ilu ih juita 

ruipiah) deingan ke iteintu ian apabila de inda teirseibu it tidak dibayar maka diganti 

deingan 1 (satui) bu ilan kuiruingan seibagai beintuik peirtanggu ingjawaban pidananya. 

2. Dasar peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana teirhadap teirdakwa dalam 

Pu itu isan Nomor 663/Pid.Suis/2023/PN Tjk adalah fakta peirsidangan yang 

dipeiroleih dari keiteirangan saksi, alat bu ikti suirat, peitu inju ik, se irta keiteirangan 

teirdakwa dan barang buikti, dan hakim meinyimpuilkan bahwa uinsuir Pasal 2 ayat 

(1) U iUi No. 21 Tahu in 2007 teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana Peirdagangan 

Orang teilah teirpeinuihi seihingga teirdakwa dinyatakan teirbuikti meilakuikan tindak 

pidana peirdagangan orang; peirtimbangan non-yuiridis ju iga dipe irhituingkan 

teirkait dampak sosial dan hati nuirani majeilis hakim, meingingat peireikruitan ileigal 

oleih peiruisahaan tanpa izin yang meine impatkan korban dalam posisi reintan 

teirhadap eiksploitasi meiskipuin eiksploitasi be iluim teirjadi; namu in deimikian, 

peinggu inaan U iU i TPPO oleih hakim dinilai kuirang teipat kareina fakta peirsidangan 

leibih me inu inju ikkan peilanggaran administratif dan teiknis dalam pe ineimpatan 

peikeirja migran yang diatuir dalam UiU i No. 18 Tahu in 2017 teintang Peilindu ingan 
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Peikeirja Migran Indone isia, seihingga keiteintu ian pidana dalam U iUi  teirse ibu it 

seiharuisnya meinjadi dasar hu iku im yang le ibih teipat u intuik peinjatuihan hu iku iman 

dalam peirkara ini. 

 

B. Saran 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah dipaparkan, maka peinuilis 

meimbe irikan saran seibagai beirikuit: 

1. Bagi Majeilis Hakim di Peingadilan Ne ige iri Tanjuing Karang yang meinjatuihkan 

pu ituisan seibagai beintu ik peirtangguingjawaban pidana teirhadap pe ilaku i tindak 

pidana peirdagangan orang agar teitap konsistein meingeideipankan peimidanaan 

yang beirorieintasi pada peimbinaan teirhadap peilaku i, seihingga peineigakan hu iku im 

tidak hanya seibatas u ipaya meinjatuihkan pidana teirhadap pe ilaku i, teitapi juiga 

seibagai u ipaya meimbina peilaku i  tindak pidana, seirta teitap me impe irtimbangkan 

ke ise ilu iru ihan aspeik yu iridis, filosofis dan sosiologis 

2. Bagi aparatuir pe ine igak hu iku im, khuisuisnya majeilis hakim, diharapkan agar ke i 

deipan dapat leibih me impe irtimbangkan se icara meinye iluiruih keicocokan antara 

peirbuiatan hu ikuim yang teirbuikti di peirsidangan deingan norma huikuim yang 

diguinakan seibagai dasar peinjatu ihan pidana. Dalam Pu itu isan Nomor 

663/Pid.Su is/2023/PN Tjk, pe irlui dipeirhatikan bahwa seilain aspe ik pe irdagangan 

orang, teirdapat puila uinsuir peilanggaran administratif dan teiknis seibagaimana 

diatuir dalam U indang-U indang Nomor 18 Tahu in 2017 teintang Peilindu ingan 

Peikeirja Migran Indoneisia. Oleih kareina itu i, dalam kasu is se iru ipa ke i deipan, 

peirtimbangan hu iku im yang le ibih kompreiheinsif teirhadap reiguilasi peirlinduingan 

pe ikeirja migran dapat meinjadi landasan yang le ibih teipat dalam meinjatu ihkan 

pu ituisan. 
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